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ABSTRAK 

 

Penelitian tentang Fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura Dalam 

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan untuk 

mengetahui peran Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura dan kendala yang 

dihadapi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, 

menggunakan metode Penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-

undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan data sekunder 

berupa bahan hukum, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis 

secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang intelijen kejaksaan merupakan 

bagian yang penting dan strategis dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana korupsi sebagai suatu extra ordinary crime. Bidang Intelijen Kejaksaan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus), 

terutama dalam mencari dan  mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) serta 

mengumpulkan data (Puldata) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Pengumpulan bahan keterangan dan data dilakukan secara terbuka dan tertutup, 

merupakan tindakan penyelidikan bidang intelijen untuk mengetahui dan 

memastikan dugaan adanya penyimpangan yang akan diteruskan kepada Bidang 

Pidana Khusus (Pidsus) untuk melakukan penyelidikan guna menentukan dapat 

tidaknya dilanjutkan pada tahap penyidikan.  

Disarankan agar dilakukan penambahan jumlah Jaksa khususnya Jaksa pada 

Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, serta meningkatkan kapasitas melalui 

pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, 

sebelum dilakukan rotasi. Perlu dilakukan penambahan anggaran untuk membiayai 

pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi bidang intelijen dengan berpedoman pada 

luasnya wilayah, serta tingkat kesulitan dalam menjangkau wilayah agar tindak 

pidana korupsi dapat dideteksi lebih dini guna meminimalisir potensi kerugian 

keuangan dan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi. Kepada seluruh 

masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan pada proyek 

pembangunan untuk segera melaporkan kepada kejaksaan setempat agar dapat 

ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum, dan tidak melakukan intervensi 

yang dapat menghambat jalannya proses dan tugas pelaksanaan intelijen untuk 

mengungkap ada tidaknya penyimpangan pada suatu proyek pemerintah terutama 

pada proyek-proyek strategis dengan nilai proyek yang cukup besar.  

Kata kunci: Korupsi, Intelijen, bahan keterangan dan data. 
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ABSTRACT 

 

 

Research on the Intelligence Function of the Jayapura District Attorney in 

the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Corruption was conducted to 

determine the role of the Jayapura District Attorney's Intelligence Division and the 

obstacles faced in preventing and eradicating corruption, using normative legal 

research methods, through a law approach, a conceptual and case approach with 

secondary data in the form of legal materials, which were collected through 

literature study and analyzed qualitatively. 

The results of the study indicate that the intelligence sector of the 

prosecutor's office is an important and strategic part in preventing and eradicating 

corruption as an extraordinary crime. The Prosecutor's Intelligence Division is an 

integral part of the Special Crimes Division (Pidsus), especially in finding and 

collecting information (Pulbaket) and collecting data (Puldata) in eradicating 

corruption. The collection of information and data is carried out openly and 

secretly, which is an act of investigating the intelligence sector to find out and 

confirm allegations of irregularities which will be forwarded to the Special 

Criminal Division (Pidsus) to conduct an investigation to determine whether or not 

it can be continued at the investigation stage. 

It is recommended to increase the number of prosecutors, especially 

prosecutors in the Intelligence Division of the Jayapura District Attorney, as well 

as increase capacity through education and training in accordance with their 

respective main duties and functions, prior to rotation. It is necessary to increase 

the budget to finance the implementation of the tasks and functions of the 

intelligence sector by referring to the size of the area, as well as the level of 

difficulty in reaching the area so that corruption can be detected early in order to 

minimize the potential for financial and state economic losses due to corruption. 

To all people who are aware of suspected irregularities in development projects, 

they must immediately report to the local prosecutor's office so that they can be 

followed up in accordance with legal procedures, and not to intervene that can 

hinder the process and task of implementing intelligence to reveal whether there 

are irregularities in a government project, especially in projects strategic with a 

large enough project value. 

Keywords: Corruption, Intelligence, information and data. 
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